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ABSTRAKSI  

Nama : QUIIN SHAHITTA PRAMESTI  

NIM : 202110110311284 

Judul : “Kajian Socio-Legal Praktik Politik Uang Pada 

Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Madiun (Studi 

Pelaksanaan Pilkada Kota Madiun Tahun 2024)”  

Pembimbing : 1. Cekli Setya Patiwi, SH.,LL.M., M.CL., Ph.D. 

2. Syariful Alam. S.H.I., M.H. 

Politik uang adalah upaya mempengaruhi pemilih dengan imbalan materi, seperti uang atau 

barang, yang bertujuan untuk membeli suara. Praktik ini sering terjadi dalam Pilkada dan 

menjadi ancaman serius bagi integritas demokrasi. Penelitian ini mengkaji praktik politik uang 

dalam Pilkada Kota Madiun tahun 2024 dengan pendekatan socio-legal. Data diperoleh melalui 

wawancara dengan pihak terkait dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa praktik politik uang dilakukan secara sistematis oleh pasangan calon, tim sukses, dan 

aktor lainnya. Faktor utama yang menyebabkan politik uang sulit diberantas adalah lemahnya 

penegakan hukum, minimnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya transparansi dana 

kampanye. Selain itu, meskipun terdapat aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, 

implementasi hukumnya masih lemah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa 

diperlukan penguatan regulasi, peningkatan transparansi kampanye, serta peran aktif 

masyarakat dalam mencegah praktik politik uang. Dengan penegakan hukum yang lebih ketat 

dan edukasi politik yang intensif, diharapkan Pilkada dapat berjalan lebih jujur dan adil. 

 

 

Kata kunci: Politik uang, Pilkada, Penegakan hukum  
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ABSTRACT  

Name : QUIIN SHAHITTA PRAMESTI 

NIM : 202110110311284 

Title : “Socio-Legal Study on the Practice of Money Politics in 

the Regional Head Election in Madiun City (A Study on 

the Implementation of the 2024 Madiun City Election)” 

Advisors : 1. Cekli Setya Patiwi, SH.,LL.M., M.CL., Ph.D. 

2. Syariful Alam. S.H.I., M.H. 

Money politics is an attempt to influence voters through material incentives, such as money or 

goods, aimed at buying votes. This practice is common in regional elections (Pilkada) and poses 

a serious threat to democratic integrity. This study examines money politics in the 2024 Madiun 

City Pilkada using a socio-legal approach. Data was collected through interviews with relevant 

stakeholders and an analysis of legal documents. The findings indicate that money politics is 

systematically carried out by candidates, campaign teams, and other actors. The main factors 

that make it difficult to eradicate include weak law enforcement, low public awareness, and a 

lack of transparency in campaign funding. Although regulations exist under Law No. 10 of 

2016, their implementation remains ineffective. This study concludes that strengthening 

regulations, increasing campaign transparency, and encouraging active public participation are 

crucial in preventing money politics. With stricter law enforcement and comprehensive political 

education, future elections can be conducted more fairly and transparently. 

 

Keywords: Money politics, Pilkada, Law enforcement 
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